KETETAPAN/PUTUSAN MK

31 OKTOBER 2024

1 Ketetapan menyatakan permohonan gugur pada Perkara Nomor 141/PUU-
XXI1172024

2 Ketetapan mengabulkan penarikan kembali pada Perkara Nomor 130/PUU-
XXI11/2024 dan 138/PUU-XXI1/2024

1 Putusan menolak seluruhnya pada Perkara Nomor 113/PUU-XXI1/2024

3 Putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima pada Perkara
Nomor 40/PUU-XX1/2023, 61/PUU-XX1/2023, dan 118/PUU-XXI11/2024

1 Putusan mengabulkan sebagian pada Perkara Nomor 168/PUU-XX1/2023
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@ epuspanlakiuu



Ketetapan Nomor 130/PUU-XXI11/2024
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang)

Pemohon:
Zulferinanda, ST, M.Si.

Ketentuan yang diuji:
Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ UU 10/2016
"berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”

Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016
“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Menetapkan:

1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2.Menyatakan Permohonan Nomor 130/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ditarik kembali;

3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Nomor 130/PUU-XXI1/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.



Ketetapan Nomor 138/PUU-XXII/2024
(Penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pemohon:
H.M. Subhan, S.H., M.H.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945
“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara”

Menetapkan:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2.Menyatakan Permohonan Nomor 138/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a

quo;
4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan Nomor 138/PUU-XXII/2024 dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada Pemohon.




Ketetapan Nomor 141/PUU-XXI1/2024
(UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. UU 6/2023 tentang
Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU)

Pemohon:
Putra Arista Pratama L., ST.

Ketentuan yang diuiji:
Pasal 14 ayat (2) huruf ¢ UU 33/2014 jo.

Pasal 48 angka 9 UU 6/2023
“Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)
di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri,
biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau
pertanian”

Menetapkan:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.



Putusan Nomor 113/PUU-XXI1/2024
(UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)

Para Pemohon:
H. Usep Syaefulloh, S.H., M.H. (Pemohon I),
Defa Asyafa Saefullah (Pemohon II).

Ketentuan yang diuiji:
Pasal 191 ayat (1) UU 7/2017

“Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20
(dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi”

Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017
“kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000
(tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi”

Amar Putusan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.




Putusan Nomor 118/PUU-XXI1/2024
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang)

Para Pemohon:
Abu Rizal Biladina

Ketentuan yang diuiji:

Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.




Putusan Nomor 168/PUU-XX1/2023
(UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)

Para Pemohon:
Partai Buruh (Pemohon 1), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(Pemohon II), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Pemohon lll),
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (Pemohon 1V), Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (Pemohon V), Mamun (Pemohon VI), Ade Triwanto
(Pemohon VII)

Ketentuan yang diuji:
Pasal 42 ayat (1), ayat (3) huruf a dan huruf c, ayat (4), dan ayat (5); Pasal
56 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 57 ayat (1); Pasal 59 ayat (3); Pasal 61 ayat
(1) huruf c; Pasal 61A; Pasal 64 ayat (2); Pasal 65; Pasal 66; Pasal 79 ayat (2);
Pasal 79 ayat (5); Pasal 88 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 88 ayat (3);
Pasal 88 ayat (4); Pasal 88A ayat (7); Pasal 88B; Pasal 88C; Pasal 88D ayat
(2); Pasal 88E; Pasal 88F; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 90A; Pasal 90B; Pasal 91;
Pasal 92 ayat (1); Penjelasan Pasal 94; Pasal 95 ayat (3); Pasal 97; Pasal 98
ayat (1); Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 151A; Pasal 154A ayat (1) huruf
b; Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 157A ayat (1) dan ayat (3); Pasal 161;
Pasal 162; Pasal 163; Pasal 164; Pasal 165; Pasal 166; Pasal 167; Pasal 169; dan
Pasal 172 dalam Pasal 81 UU 6/2023 jo UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan




Amar Putusan:

1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2.Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang
bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenaga kerjaan, in casu Menteri Tenaga Kerja”;
3.Menyatakan Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan
“Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat
dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu
serta memiliki kompetensi sesuai denga jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan
pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”;

4.Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan
“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai, "Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5
(lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”;




5. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 31 Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan
secara Bahasa Indonesia dan huruf latin”, ¢ sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu
tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”;

6. Menyatakan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
yang menyatakan “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai,”Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan jenis pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih
daya”;

7. Menyatakan pasal 79 ayat (2) dalam pasal 81 angka 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
yang menyatakan “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau
2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”;




8. Menyatakan kata “dapat” dalam pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “termasuk
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau
pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan
hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman,
sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”;

10. Menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
yang menyatakan “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu
upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan
pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan
kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk menetapkan
kebijakan pengupahan”;




1. Menyatakan frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam
Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “struktur dan skala upah yang
proporsional”;

12. Menyatakan pasal 88C dalam pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk
gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat
untuk kabupaten/kota”;

13. Menyatakan frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28
Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili
kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota
dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip
proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”;




14. Menyatakan frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28
Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” mencakup antara lain bencana alam atau
bencana non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang
ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

15. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang
menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
“Pengusaha dan Pekerja/Buruh Perusahaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat pekerja/Buruh di perusahaan”;

16. Menyatakan Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 ¢ Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang
menyatakan “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di Perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktifvitas”, bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di
Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”;




17. Menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Hak lainnya dari
Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur
kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan
pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak
jaminan kebendaan”;

18. Menyatakan Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Untuk
memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan
pengupahan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan
pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan
pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”;

19. Menyatakan frasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, dalam Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka
40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan melalui
perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh
dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;




20. Menyatakan frasa “pemutusan hubungan kerja dilakkan melalui tahap berikutnya sesuai dengan
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81
angka 40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan
bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan
Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”;

21. Menyatakan frasa “dilakukan sampai dengan seelesainya proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sesuai tingkatannya” dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49
Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang PPHI";

22. Menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam
Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “paling
sedikit”;

23. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Putusan Nomor 40/PUU-XXI1/2023
(UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)

Para Pemohon:

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP KEP SPSI), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Federasi Serikat
Pekerja Indonesia (FSPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ‘98 (PPMI '98), Serikat
Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), Serikat Pekerja PT
Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP
PAR), Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP TSK SPSI), Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG), 111 perseorangan.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 81 angka 12 Pasal 56, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58. Angka 15 Pasal 59, angka
16 Pasal 61, angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, angka 20 Pasal 66, angka 24 Pasal 78,
angka 25 Pasal 79, angka 26 Pasal 84, angka 27 Pasal 88, angka 28 Pasal 88B, 88C, 88D,
88F, angka 29 Pasal 89, angka 30 Pasal 90, angka 31 Pasal 90A, 90B, angka 33 Pasal 92,
angka 36 Pasal 95, angka 37 Pasal 96, angka 38 Pasal 97, angka 39 Pasal 98, angka 40
Pasal 151, angka 41 Pasal 151A, angka 42 Pasal 152, angka 43 Pasal 1563, angka 44 Pasal 154,
angka 45 Pasal 154A, angka 46 Pasal 155, angka 47 Pasal 156, angka 48 Pasal 157, angka 49
Pasal 1567A, angka 50 Pasal 158, angka 51 Pasal 159, angka 52 Pasal 160, angka 53 Pasal 161,
angka 54 Pasal 162, angka 55 Pasal 163, angka 56 Pasal 164, angka 57 Pasal 165, angka 58
Pasal 166, angka 59 Pasal 167, angka 60 Pasal 168, angka 61 Pasal 169, angka 62 Pasal 170,
angka 63 Pasal 171, angka 64 Pasal 172, dan angka 65 Pasal 184 UU 6/2023




Amar Putusan:

l.Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 56 ayat (3)
dalam Pasal 81 angka 12, pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13, Pasal
64 dalam Pasal 81 angka 18, Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81
angka 25, Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 88 ayat (2)
dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 88B dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88C
ayat (4) dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31,
Pasal 90B dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 90B dalam Pasal 81 angka 28,
Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 90B dalam Pasal 81 angka 3],
Pasal 91 dalam Pasal 81 angka 33, Pasal 95 dalam Pasal 81 angka 36,
Pasal 96 dalam Pasal 81 angka 37, Pasal 97 dalam Pasal 81 angka 38,
Pasal 98 dalam Pasal 81 angka 39, Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) dalam
Pasal 81 angka 40, Pasal 152 dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 153 dalam
Pasal 81 angka 43, Pasal 154 dalam Pasal 81 angka 44, Pasal 154A dalam
Pasal 81 angka 45, Pasal 155 dalam Pasal 81 angka 46, Pasal 156 ayat (2)
dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 47, Pasal 157 ayat (3) dalam Pasal 81
angka 49, Pasal 158 dalam Pasal 81 angka 50, dan Pasal 159 dalam Pasal
81 angka 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak dapat diterima.

2.Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.




erjanjian

Putusan Nomor 61/PUU-XX1/2023
(UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)

Para Pemohon:
Leonardo Siahaan, S.H

Ketentuan yang diuiji:

Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023
“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan Perjanjian Kerja”

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.




